
                                                                                                    
  

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 

 

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR   32    TAHUN 2026 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang :    a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajk Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah 

satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap dasar pengenaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

b. bahwa ketentuan dasar pengenaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang 

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan  dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan belum optimal sehingga perlu 

dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

SALINAN 



Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3969); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang  Perubahan   Kedua Atas   Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lebaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6916); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 1); 

10. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2025 Nomor 9); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2025 Nomor 9), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 5 

(1) Dasar Pengenaan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

ditetapkan sebesar 100% (seratus persen). 

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok 

objek PBB P2 dilakukan dengan mempertimbangkan: 

a. Kenaikan NJOP hasil penilaian; 

b. Bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau; 

c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kota 

 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
       

      Ditetapkan di Kuala Tungkal  

             pada tanggal 30 Juni 2026                     

             BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

               ttd 

                           

          ANWAR SADAT 
 

 

 

 

Diundangkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal 30 Juni 2026            

             SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, 

  

                            ttd 

 

                    HERMANSYAH 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026 

NOMOR 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


